WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dan
pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas
dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembetukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4280);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Nepgara
Republik Indonesia - Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat Il Ambon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

13.

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 20158 ‘fn?:ﬁ::;

2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6177),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2023

tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara dan anggarab pendapatan dan

belanja daera Tahun anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21.
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Menteri Dalam Neperi Nomor 36 Tahun 2018
tentang  Tata  Cara Penghitungan, Penganggaran  Dalam
Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daetah, dan Tertib
Adminiatrasi Pengajnan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangpunginwaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politile schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata  Cara  Penghitungan, Penganggaran  Dalam Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah, dan  Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan  Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

21 Peraturan

Tahun 2020

24.
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke
Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 ;

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Ambon Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Ambon Nomor 399);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2025
Nomor 7);

Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ambon Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Kota Ambon

Tahun 2024 Nomor 55.

27.

28.

29.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2025.
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Pasal 1
Dalam peraturan dacrah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

3}

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dinkui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan,

3. Pendapatan Asli Dacrah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan
yvang, diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
dipunput berdasarkan Peraturan Daerah,

4. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan
lain.

5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan dacrah
selain pendapatan asli dacrah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah,
dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

~1

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan
daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di
luar Pajak Dacrah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa.

15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.
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17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;

18. Walikota adalah Walikota Kota Ambon,

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2025 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula

b. Berkurang
Jumlah pendapatan dacrah setelah perubahan

Rp. 1.311.412.774.315,00

Rp (3.910.136.131,00)
Rp. 1.307.502.638.184,00

> Belanja Dacrah
a  Semula

b. Berkurang Rp.
Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 1.337.462.774.315,00
(22.402.621.765,64)
Rp. 1.315.060.152.549,36

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp.  20.050.000.000,00

2) Berkurang Rp. (10.242.485.634,64)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.807.514.365,36

b. Pengeluaran pembiayaan

1} Semula Rp.

2) Bertambah Rp. 2.250.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp.  2.250.000.000,00

c¢. Pembiayaan Netto
1) Semula Rp. 20.050.000.000,00 =

2) Berkurang Rp. (12.492.485.634,64)
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 7.557.514.365,36

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula

2) Bertambah Rp.
Jumlah pendapatan asli dacrah setelah perubahan

b. Pendapatan transfer
Rp. 1.050.061.122.729,00

1) Semula
Rp. (30.983.569.000,00)

2) Berkurang
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.019.077.553.729,00

. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sctelah perubahan
1) Semula Rp. 25.472.331.584,00

2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 25.472.331.584,00

Rp. 235.879.320.002,00

27.073.432.869,00
Rp. 262.952.752.871,00
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Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
. Pajak daerah

1) Semula Rp 161.539.955.6890,00

2) Bertambah Rp 7.779.088.770,00

Jumlah pajak dacrah setelah perubahan Rp. 169.319.044.660,00
b. Retribusi daerah

1) Semula R') 36 7“)."’)'!)”},“”

J) Bertambah Rp. 303.415.900,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 37.065.911.712,00
¢ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 6. 500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 731.087.373,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

vang dipisahkan setelah perubahan Rp.  7.234.087.373,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 31.076.868.300,00

2) Bertambah Rp. 18.256.840.826,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli yang sah Rp. 49.333.709.126,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber

dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1) Semula Rp. 1.002.443.066.000,00
2) Berkurang Rp. (30.983.569.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 971.459.497.000,00
b. Transfer Antar Daerah
1) Semula Rp. 47.618.056.729,00
2) Bertambah/Berkurang  Rp. -
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 47.618.056.729,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢, bersumber dari:
a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula Rp. 25.472.331.584,00
2) Berkurang Rp. 0,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 25.472.331.584,00
Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 1.050.529.150.114,37

2) Berkurang Rp. (6.676.987.934,12)

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.043.852.162.180,25
b. Belanja modal

1) Semula Rp. 171.471.486.041,63

2) Bertambah Rp. (17.935.633.831,88)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 153.535.852.209,75
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C.

(1)

Belanja tidak terdugn
1) Semula Rp. 8.553.638.849,00
2) Bertambah Rp. 2.210.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 10.763.638.849,00

. Belanja transfer
Rp. 106.908.199.310,00

1) Semula

2) Bertambah Rp.

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 106.,908.499.310,00
Pasal 6

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:

a. Belanja pegawai
1) Semula
2) Berkurang Rp
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 584.143.540.576,91
(50.854.045.487,26)
Rp.533.289.495.089,65

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 448.168.393.064,46

2) Berkurang Rp. (10.787.389.567,96)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.437.381.003.496,50

c. Belanja Subsidi
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp. 400.000.000,00
Rp.  1.100.000.000,00
Rp. 1.500.000.000,00

d. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah Rp.
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 17.443.626.473,00
21.482.900.873,00
Rp. 38.926.527.346,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 373.590.000,00
2) Bertambah Rp. 1.917.835.000,00
Rp. 2.291.425.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah
1) Semula Rp. 4.160.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.282.864.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.877.136.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula Rp. 52.732.600.828,00

2) Bertambah Rp. 3.077.320.397,00
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.55.809.921.225,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 41.094.660.940,00

2) Berkurang Rp. (6.485.936.919,00)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah

perubahan Rp.34.608.724.021,00
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d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 72.811.776.573,63

2) Bertambah Rp. (13.492.060.309,88)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah

Perubahan Rp.59.319.716.263,75
e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 455.000,000,00

2) Bertambah Rp. 21.850.000,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.476.850.000,00
f. Belanja modal aset lainnya
1) Semula Rp. 217.447.700,00
2) Bertambah Rp. 226.057.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.443.504.700,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, terdiri atas
belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula Rp. 8.553.638.849,00
2) Bertambah Rp. 2.210.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.  10.763.638.849,00

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Belanja
bantuan keuangan
1) Semula Rp. 106.908.499.310,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. 4
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 106.908.499.310,00

Pasal 7
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 20.050.000.000,00
2) Berkurang Rp. (10.242.485.634,64)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.807.514.365,36
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. =
2) Bertambah Rp. 2.250.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.250.000.000,00

Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 20.050.000.000,00
2) Berkurang Rp. (10.242.485.634,64)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 9.807.514.365,36
Pasal 9

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 5
2) Berkurang Rp. 2.250.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp. 2.250.000.000,00
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(1)

Paanl 10

Dalam  keadnan  daturat termasuk  keperluan  mendesak, dengan
peraturan  Kepala  Daernh,  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya  dan/atau  pengeluaran
melebihi pagu vang  ditetapkan  dalam  peraturan  daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Ambon ‘Tahun Anggaran 2025.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a,

b.
C.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

C.

Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-

undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau ma

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Ambon ini

terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Tahun 2025:
Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran

2025;
Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
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mpiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
A «

-~
o

Ginkronieasi  Program  pada  RPIMD  dengan Rancangan
Perubahan APHD;,

-~

ampiran VII

Sinkronisast  Program, Kegiatan  dan Sub  Kegiatan

pada Perubahnn REKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perabahan APBD,

Sinkronisasi Program Prioritaa Nasional Dan Prioritas Provinst

Aampiran VI

§ )

9, Lampiran IX ' :
Dengan Program Prioritas Knbupaten/Kota Tahun Anggaran
25
p Y ¢ . ) sexd ) R
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Perjabaan | dan

11. Lampiran XI Daftar Pintang Daerah Tahun Anggaran 2025,

Pasal 12
Walikota  Ambon  menetapkan  peraturan  tentang  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APBD.
Pasal 13
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ambon

pada‘taﬁg\m, 03 November 2025
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Diundangkan di Ambon
Pada tanggal, 03 November 2025
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